BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan

telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sehubungan

dengan permasalahan penelitian yang diajukan maka penulis menentukan

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Desa (RPJMD)
Dalam tahapan ini pemerintah desa, BPD, dan masyarakat menyusun rencana
kerja desa (RPJMDES). Diawali dengan musyawarah tingkat dusun dan
musyawarah tingkat desa dalam bentuk RPJMDES dan kemudian tahap
terakhir adalah pembangunan infrastruktur jalan untuk masyarakat bisa
menjalankan ekonomi kehidupan berjalan dengan lancar dan juga untuk
kesejatraan masyarakat desa Taekas. Dalam musnyawarah membahas
perencanaan perbaikan jalan yang rusak. Panjang jalan aspal yang rusak 2,5
Km dan pamnjang jalan sertu yaitu 3 Km yang direncanakan pemerintah
untuk diperbaiki sehingga pembangunan akan berjalan dengan baik.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDS)
Dalam RKPDS pemerintah desa dan masyarakat desa telah melakukan
musyawarah bersama dalam musyawarah dilakukan pemerintah, BPD, Tokoh
masyarakat, Tokoh adat. RKPDS dokumen perencanaan pembangunan

tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan
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pembangunan pemerintah desa untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar
dalam penyusunan APBD. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang memuat
berbagai program kerja baik itu secara fisik atau non fisik akan direalisasikan
demi kepentingan pembangunan desa. Dalam musyawarah bersama
pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dari banyak
pihak dalam perencanaan pembangunan desa melalui kegiatan musrembang
desa untuk menginginkan kebersamaan antara pemerintah desa dengan
masyarakat dalam memilih mana yang terbaik untuk pembangunan jalan
desa Taekas.

3. Prioritas Program Desa
Agar program yang dijalankan sesuai dengan potensi dan kebutuhan
masyarakat, masyarakat harus dilibatkan mulai dari penentuan dan pemilihan
program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Masyarakat yang dilibatkan
akan merasa diberi kepercayaan sehingga akan muncul rasa tanggungjawab
untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya karna keberhasilan program akan
dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat.

5.2 Saran
Dari beberapa uraian di atas maka peneliti memberikan beberapa saran
diantaranya:
1. Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Desa ( RPJMD)
Untuk menciptakan perencanaan pembangunan infrastruktur yang tepat

maka pemerintah desa harus wajib menyusun perencanaan pembangunan desa
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sesuai dengan anggaran yang sudah di tetapkan sehingga pembangunan
berjalan dengan sebaik baiknya.
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDS)

Pemerintah perlu mengadakan musyawarah bersama untuk melibatkan
masyarakat berpatisipasi masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa ini sehingga masyarakat bisa memberikan kontribusi atau
pendapat dari masyarakat terhadap pembangunan didesa dapat diwujudkan
untuk mensejahterkan masyarakat.

Prioritas Program Desa

Pada tahap prioritas program desa pemerintah perlu melibatkan
masyarakat mulai dari penyusunan program, penentuan program, pemilihan
program, pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi sehinnga
pembangunan berjalan dengan baik karena keberhasilan program akan

dirasakan oleh masyarakat desa.
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